


 

 

 
I. Pendahuluan 

a. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 
5. Peraturan Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara 
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan 
Barang Milik Negara; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi 
Barang Milik Negara; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara; Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian 
Negara/Lembaga; 

12. Surat  Keputusan  Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 
MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian 
Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di 
Lingkungan Mahkamah Agung RI; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen 
KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam 
Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

14. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 
tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka 
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang 
Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah; 

16. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan 
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

 
b. Entitas Pelaporan 

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Politeknik 
Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu. 



 

 

c. Periode Pelaporan 
Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas 
periode Tahun Anggaran 2023. 

 
II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 

Pada dasarnya  kebijakan akuntansi  Barang Milik Negara (BMN) dan 
Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 
dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. 

 
Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat 
dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut 
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik 
Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan 
perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan 
akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di 
golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. 

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau 
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 
BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. 

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa 
Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; 
Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta 
Konstruksi dalam Pengerjaan. 

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, 
kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. 

 
III. Pendekatan Penyusunan Laporan 

Laporan Kuasa Pengguna Barang Politeknik Kesehatan Palu Per 31 Desember Tahun 2023 
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan 
dikelola oleh Politeknik Kesehatan Palu. 

 
Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada 
Laporan Barang Kuasa Pengguna Politeknik Kesehatan Palu ini adalah sebesar 
Rp168.756.621.954,- (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta 
enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang merupakan 
nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp156.824.880.655,- (seratus lima puluh 
enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu enam 
ratus lima puluh lima rupiah) 



 

 

dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.931.741.299,- 
(sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua 
ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi 
keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan 
merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan 
BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan 
transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN 
yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. 

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna 
mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas: 

1. Neraca 
Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan suatu entitas (aset, kewajiban, dan ekuitas) pada tanggal tertentu. Laporan 
ini menggambarkan kondisi kekayaan bersih entitas dengan membandingkan jumlah 
aset yang dimiliki dengan kewajiban dan ekuitas yang menjadi sumber 
pendanaannya, sehingga dapat diketahui posisi keuangan secara menyeluruh pada 
akhir periode pelaporan. Berdasarkan waktu penyusunannya, Neraca dapat berupa 
Neraca Awal (disusun pada titik awal periode/penerapan sistem akuntansi), Neraca 
Berjalan (disusun secara berkala selama periode berjalan), dan Neraca Akhir 
(disusun pada akhir periode pelaporan sebagai hasil akumulasi seluruh transaksi 
selama satu periode), yang ketiganya saling berkesinambungan dalam satu siklus 
akuntansi. 

2. Laporan Barang Persediaan 
Laporan Barang Persediaan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
jenis, jumlah, dan nilai barang persediaan yang dimiliki/dikuasai oleh suatu entitas 
pada tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang habis pakai, barang konsumsi, 
bahan baku, barang dalam proses, maupun barang yang akan diserahkan kepada 
masyarakat, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional 
atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) 
Laporan Aset Tetap adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
keberadaan, jumlah, dan nilai aset tetap yang dimiliki entitas. 

 Intrakomptabel menyajikan aset tetap yang nilainya memenuhi nilai satuan 
minimum kapitalisasi sehingga dicatat baik pada Sistem Akuntansi Barang 
Milik Negara maupun pada laporan keuangan (neraca). 

 Ekstrakomptabel menyajikan aset tetap yang secara fisik memenuhi kriteria aset 
tetap namun nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga 
dicatat dalam aplikasi persediaan/aset namun tidak dikapitalisasi ke neraca. 

 Gabungan menyajikan penggabungan antara data intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel, sehingga memberikan gambaran utuh atas seluruh aset tetap 
yang dikuasai entitas baik yang dikapitalisasi maupun tidak. 

4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
Laporan KDP adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aset tetap yang 
sedang dalam proses pembangunan atau pengerjaan namun belum selesai secara 
keseluruhan hingga tanggal pelaporan, sehingga belum dapat 
digunakan/dimanfaatkan secara operasional. KDP mencakup nilai biaya perolehan 
yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan, baik yang dikerjakan 
sendiri maupun melalui kontrak dengan pihak ketiga. 

5. Laporan Aset Tak Berwujud 



 

 

Laporan Aset Tak Berwujud adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan 
memiliki manfaat ekonomi masa depan, seperti software, lisensi, hak paten, hasil 
kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan aset tak berwujud 
lainnya yang dikuasai oleh entitas. 

6. Laporan Barang Bersejarah 
Laporan Barang Bersejarah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
aset yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau kepurbakalaan yang signifikan, seperti 
bangunan bersejarah, monumen, koleksi museum, atau benda cagar budaya. Barang 
bersejarah umumnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa 
disajikan nilainya di neraca, mengingat sifatnya yang unik dan sulit diukur nilai 
wajarnya secara moneter. 

7. Laporan Kondisi Barang 
Laporan Kondisi Barang adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
keadaan fisik barang milik negara/daerah pada saat pelaporan, yang diklasifikasikan 
berdasarkan tingkat kelayakan penggunaannya, misalnya kondisi baik, rusak ringan, 
atau rusak berat. Laporan ini menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut 
pengelolaan barang, seperti pemeliharaan, perbaikan, atau penghapusan. 

8. Laporan Penyusutan 
Laporan Penyusutan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai alokasi 
sistematis nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya, 
sebagai akibat dari penggunaan, keausan, atau berlalunya waktu. Laporan ini 
menggambarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap 
pada tanggal pelaporan, sesuai dengan metode dan masa manfaat yang telah 
ditetapkan. 

9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada 
Pengelola Barang 
Laporan ini menyajikan informasi mengenai barang milik negara/daerah yang 
dinyatakan hilang berdasarkan hasil inventarisasi atau kejadian tertentu, dan atas 
kehilangan tersebut telah diajukan usulan penghapusan dari daftar barang kepada 
Pengelola Barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagai 
bagian dari proses pertanggungjawaban dan tertib administrasi barang. 

10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya 
Kepada Pengelola Barang 
Laporan ini menyajikan informasi mengenai barang milik negara/daerah yang 
berdasarkan hasil penilaian kondisi dinyatakan dalam kondisi rusak berat sehingga 
tidak dapat lagi digunakan secara optimal atau diperbaiki secara ekonomis, dan atas 
kondisi tersebut telah diusulkan penghapusannya dari daftar barang kepada 
Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya 
(BPYBDS) 
Laporan BPYBDS adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai barang hasil 
pengadaan yang bersumber dari belanja bantuan pemerintah yang 
diserahkan/disalurkan kepada pihak lain (seperti pemerintah daerah, BUMN/BUMD, 
atau masyarakat), namun sampai dengan tanggal pelaporan belum ditetapkan status 
penggunaan atau kepemilikannya secara definitif oleh pejabat yang berwenang, 
sehingga masih tercatat dan dilaporkan oleh entitas pemberi bantuan sampai proses 
penetapan statusnya selesai. 
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LAPORAN PENYUSUTAN 
EKSTRAKOMPTABEL



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

LAPORAN AMORTISASI ASET 
TAK BERWUJU



 

 



 

 

 
 

 
IV. Ringkasan Barang Milik Negara Tahun 2023 

1. Saldo Awal TA 2023 

Nilai Saldo BMN Per Januari Tahun 2023 menurut Laporan Barang Pengguna 
Politeknik Kesehatan Palu adalah sebesar Rp156.824.880.655 (seratus lima puluh 
enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu 
enam ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel 
sebesar Rp156.439.511.775 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh 
sembilan juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan nilai 
BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 385.368.880 (tiga ratus delapan puluh lima juta 
tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). 

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 

Mutasi BMN Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

Mutasi Bertambah nilai BMN yang terdiri dari gabungan Laporan Intrakomptabel dan 
Ekstrakomptabel Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp16.313.629.299 (enam 
belas miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus 
sembilan puluh sembilan rupiah), dan mutasi Berkurang sebesar Rp4.381.888.000 
(empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan 
ribu rupiah). 



 

 

a. Barang Persediaan 

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember Tahun 
2023 sebesar Rp0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 
Rp2.851.000 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah),  Total mutasi 
tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp252.140.000 (dua ratus 
lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 
Rp254.991.000 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh 
satu ribu rupiah). 

 
Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

 

Uraian 
Saldo Awal 

(Rp.) 
Mutasi Tambah 

(Rp.) 
Mutasi Kurang 

(Rp.) 
Saldo Akhir (Rp.) 

Barang Konsumsi 2.851.000 102.710.000 105.561.000 0 

Bahan Untuk 
Pemeliharaan 

24.416.000 24.416.000 0 

Suku Cadang 
58.162.630 58.162.630 0 

Bahan Baku 58.446.670 58.446.670 0 

Persediaan Lainnya 8.404.700 8.404.700 0 

Jumlah 2.851.000 252.140.000 254.991.000 0 
 

 
b. Tanah 

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Politeknik Kesehatan Palu 
Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19,728,001,000 (sembilan belas miliar tujuh ratus 
dua puluh delapan juta seribu rupiah.). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 
tanah seluas 49.638m2 dengan nilai sebesar Rp17.410.561.000 (tujuh belas 
miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah.), pada 
periode per 31 Desember 2023 terdapat mutasi kurang sebanyak 96.560m2 
dengan nilai sebesar Rp4.634.880.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh empat 
juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang sebesar 
48.280m2 dengan nilai sebesar Rp2.317.440.000 (dua miliar tiga ratus tujuh belas 
juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). 

c. Peralatan dan Mesin 

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Semesteran Politeknik Kesehatan Palu Per 31 Desember Tahun 2023 adalah 
sebesar Rp. 81.589.201.185 (delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh 
sembilan juta dua ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah), jumlah 
tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 72.506.542.386 (tujuh puluh dua 
miliar lima ratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan 
puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 10.128.316.799 (sepuluh miliar 
seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan 
puluh sembilan rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 1.045.658.000 (satu 
miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).  

 
 
 
 
 



 

 

 
d. Gedung dan Bangunan (133111) 

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran 
Politeknik Kesehatan Palu per 31 Tahun 2023 adalah sebesar 93 
unit/Rp.63.243.633.119 (enam puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta 
enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah), jumlah tersebut 
terdiri dari saldo awal sebesar 93 unit Rp. 63.243.633.119 (enam puluh tiga 
miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus 
sembilan belas rupiah), tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada 
periode tersebut. 

 
e. Jalan dan Jembatan 

Saldo jalan dan jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran 
Politeknik Keshatan Palu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 608.277.000 
(enam ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), jumlah tersebut 
terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 857.182.000 (delapan ratus lima puluh tujuh 
juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0 (0 
rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 248.905.000 (dua ratus empat puluh 
delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah). 

f. Irigasi 

Saldo irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Politeknik 
Keshatan Palu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.155.906.000 (seratus 
lima puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari 
saldo awal sebesar Rp.155.906.000 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus 
enam ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0 (nol rupiah), dan mutasi kurang 
sebesar Rp.0 (nol rupiah) 

g. Jaringan 

Saldo jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Politeknik 
Keshatan Palu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.435.685.600 (satu 
miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam 
ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.435.685.600 
(satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu 
enam ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp.0 (nol rupiah), dan mutasi kurang 
sebesar Rp.0 (nol rupiah) 

h. Aset Tetap Lainnya 

Saldo asset tetap lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran 
Politeknik Keshatan Palu per 31 Desember 2023 adalah sebesar 6.350 unit 
/Rp.1.431.949.050 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus 
empat puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 
6.350 unit / Rp.1.431.949.050 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu ribu 
sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), tidak terdapat mutasi tambah dan 
kurang pada periode tersebut. 

 
 
 
 



 

 

3. Barang Milik Negara 
a. BMN Per Akun Neraca 

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Palu Tahun 2023 adalah sebesar Rp.114.653.349.750 (seratus empat belas miliar enam 

ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah. 

V. Informasi BMN Lainnya 

1. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN 
Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengelolaan BMN : 

1. Masih banyak terdapat BMN yang rusak berat dan belum diusulkan untuk penghapusan 

2. Masih banyak terdapat BMN yang belum diberikan nomor identitas barang / Label 

3. Masih banyak terdapat BMN yang sudah dilakukan pemindahtanganan tetapi belum 
diusulkan untuk di terbitkannya SK Penghapusan 

4. Masih terdapat beberapa BMN yang belum di PSP 
 

2. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah 

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah 
strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut : 

 
1. Menginventerasi BMN yang akan di hapus 
2. Segera melakukan pemberian Nomor identias barang / Label 

3. Mempercepat langkah-langkah untuk mengolah data BMN yang akan diusulkan 
penghapusan 

4. Segera mengusulkan BMN yang belum di PSP 
 

 
Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Tahunan Politeknik Kesehatan Tahun 2023 

Kuasa Pengguna Barang 
 
 
 
 
 
 

 T. Iskandar Faisal, S.Kp, M.Kes 


